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<p>& nbsp; Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset tindak pidana hanya
KUHAP dan PP KUHAP, bahwa Rupbasan sebagai tempat menyimpan dan mengelola aset tindak pidana.
Tetapi, masih terdapat pengelolaan aset tindak pidanadi luar Rupbasan. Sehingga, Peran Rupbasan belum
optimal. Tanggung jawab atas pengel olaan aset tindak pidana tersebut akan berdampat pada terpenuhi atau
tidaknya upaya pemulihan aset dan hak-hak korban atas benda. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu:
bagai mana pel aksanaan KUHAP beserta ketentuan pidananya, bagaimana hubungan antara Rupbasan
dengan sub-sistem peradilan pidana lainnya terkait aset tindak pidana, serta bagaimana peran Rupbasan
sebagai pelaksana asset recovery. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum
terlaksananya KUHAP dan PP KUHAP dengan baik masing karena adanya peraturan internal masing-
masing instansi dan ketentuan pidana tentang tindakan melawan hukum terhadap aset tindak pidana diatur
dalam KUHP dan RKUHP. Peran Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana ada pada tahap pra-gjudikasi,
gjudikasi, dan purna ajudikasi sehingga Rupbasan memiliki hubungan dengan semua sub-sistem peradilan
pidana berkaitan dengan aset tindak pidana. Peran Rupbasan juga sangat besar dalam upaya asset recovery
yang dimulai pada tahap securing sampai dengan repatriation, tetapi belum ada aturan yang mengatur
mengenai asset recovery dan lembaga pengelola asetnya. Saran atas permasalahan ini adalah pengembangan
peraturan setingkat UU mengenai Rupbasan dan pengelolaan aset tindak pidana. Peran Lembaga Pengelola
Aset dalam RUU Perampasan Aset dilaksanakan oleh Rupbasan.</p><hr /><p>The regulation legislate
about criminal asset management only Criminal Procedures Code of Indonesia and implementary regulation,
that Rupbasan as an asset management institution. However, there still criminal asset management are
outside of Rupbasan. So, role of Rupbasan does not optimal yet. The responsibility for the criminal assets
will has an impact on fulfilled or not of the asset recovery and the human rights of properties. The problems
is how the implementation of the Criminal Procedure Code along with criminal law, how is the relationship
between Rupbasan and other sub-system of criminal justice system related to criminal asset management,
and how isrole of Rupbasan as implementer of asset recovery. The method used in thisresearchisa
normative juridical method, using primary and secondary data. The results of the research conclude that the
implementation of the Criminal Procedure Code and implementary regulation has not been implemented
properly because there are internal regulations of each institution and the punishment about illegal action
against criminal assets regulated in Criminal Code of Indonesia and Bill of Criminal Code of Indonesia.
Rupbasan& rsquo;s role in Criminal Justice System isin pre-adjudication, adjudication, and post-
adjudication, so Rupbasan has relationship with each sub-system relate to seizure and forfeiture. Rupbasans
role also in asset recovery which starts in the securing until to repatriation, but there are no rules about asset
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recovery and asset management. Suggestions for the problems are the development of regulations regarding
Rupbasan and the criminal asset management. Role of Lembaga Pengelola Aset in Bill of Asset Recovery
was handled by Rupbasan.</p>



